
WALIKOTA GORONTALO 

PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN WALIKOTA GORONTALO 

NOMOR 29 TAHUN 2016 

TENTANG 

KEDUDUI^IAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA 

KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KOTA GORONTALO 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA GORONTALO, 

bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, 

ke tentuan mengenai kedudukan , susunan organisasi, 

tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah 

d i te tapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; 

bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah Kota 

Gorontalo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah, ke tentuan mengenai 

kedudukan , susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta 

tata kerja perangkat daerah d ia tur dengam Peraturan 

Walikota; 

bahwa berdasarkan pert imbangan sebagaimana d imaksud 

da lam h u r u f a dan h u r u f b, per lu membentuk Peraturan 

Wal ikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 

dan Fungsi , Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kota Gorontalo. 

Undang-Undang Nomor 29 T a h u n 1959 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah T ingkat I I d i Sulawesi 

(Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 1959 

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia Nomor 1822); 

Men imbang : a. 

b. 

c. 

Mengingat : 1. 
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2. Undang-Undang Nomor 38 T a h u n 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia T a h u n 2000 Nomor 258, 

Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

Nomor 4060); 

3. Undang-Undang Nomor 12 T a h u n 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

Nomor 5234); 

4. Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

beberapa ka l i d iubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 T a h u n 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

T a h u n 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia Nomor 5887); 

6. Peraturan Daerah Nomor 5 T a h u n 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Gorontalo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 191); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA GORONTALO TENTANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, 

SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN 

RAKYAT DAERAH KOTA GORONTALO 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Da lam Peraturan Wal ikota i n i yang d imaksudkan dengan : 

1. Daerah adalah Kota Gorontalo. 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai u n s u r penyelenggara 

pemer intahan daerah yang memimp in pelaksanaan u r u s a n 

pemer intahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Kepala Daerah adalah Wal ikota Gorontalo. 

4. Sekretariat Dewan adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Flakyat Daerah 

Kota Gorontalo. 

5. Sekretaris adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 

Gorontalo. 

BAB I I 

KEDUDUKAN 

Pasal 2 

(1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berkedudukan d i bawah 

dan bertanggung jawab kepada Wal ikota Gorontalo mela lu i Sekretaris 

Daerah Kota Gorontalo. 

(2) Sekretariat Dewan d ip imp in oleh Sekretaris Dewan. 

Pasal 3 

Sekretariat mempunya i tugas memban tu Kepala Daerah melaksanakan 

Urusan Pemerintahan d i b idang penyelenggaraan admin is t ras i 

kesekretariatan dan keuangan, m e n d u k u n g pelaksanaan tugas dan fungsi 

DPRD Kota Gorontalo, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga 

ah l i yang d iper lukan oleh DPRD Kota Gorontalo da lam melaksanakan hak 

dan fungsinya sesuai kebu tuhan . 

Pasal 4 

Da lam melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalam Pasal 3, 

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyelenggarakcm fungsi : 

a. menyelenggarakan adminis t ras i kesekretariatan DPRD Kota Gorontalo; 
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b. menyelenggarakan adminis tras i keuangan DPRD Kota Gorontalo; 

c. memfasi l i tasi penyelenggaraan rapat DPRD Kota Gorontalo; dan 

d. menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ah l i yang d iper lukan oleh 

DPRD Kota Gorontalo. 

BAB I I I 

SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 5 

Susunan Organisasi Dinas terd i r i dar i : 

a. Sekretaris; 

b. Bagian U m u m dan Humas; 

c. Bagian Keuangan; dan 

d. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan. 

Pasal 6 

Bagian U m u m dan Humas sebagaimana d imaksud da lam Pasal 5 h u r u f b 

membawahi : 

a. Subbagian Tata Usaha dan Perlengkapan; dan 

b. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler. 

Pasal 7 

Bagian K^euangan sebagaimana d imaksud da lam Pasal 5 h u r u f c 

membawahi : 

a. Subbagian Program; dan 

b. Subbagian Perbendaharaan Dan Akuntas i . 

Pasal 8 

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan sebagaimana d imaksud da lam 

Pasal 5 h u r u f d membawahi : 

a. Subbagian Persidangan dan Risalah Rapat; dan 

b. Subbagian Perundang-undangan. 
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Pasal 9 

Bagian sebagaimana d imaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 d ip imp in 

oleh Kepala Bagian dan Subbagian d ip imp in oleh Kepala Subbagian. 

Pasal 10 

Bagan S t m k t u r Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

sebagaimana t e r cantum dalam lampi ran yang m e m p a k a n bagian yang t idak 

terp isahkan dar i Peraturan Wal ikota i n i . 

BAB IV 

TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 

Sekretaris 

Pasal 11 

Sekretaris melaksanakan tugas dibidang pelayanan adminis t ras i dan u r u s a n 

m m a h tangga DPRD berdasarkan pemndang-undangan u n t u k kelancaran 

tugas DPRD. 

Pasal 12 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalam Pasal 11 , 

Sekretaris menyelenggarakan fungsi : 

a. membantu DPRD da lam melaksanakan tugasnya berdasarkan pera turan 

pemndang-undangan u n t u k terbi tnya kegiatan DPRD; 

b. me rumuskan kebi jakan teknis pengelolaan m m a h tangga DPRD sesuai 

k ebu tuhan u n t u k kelancaran tugas-tugas DPRD; 

c. menyusun kebi jakan teknis pengelolaan r u m a h tangga DPRD berdasarkan 

pe tun juk pelaksanaan dan pe tun juk teknis sebagai pedoman pelaksanaan 

tugas dan kegiatan u n i t ; 

d. merencanakan pengembangan u r u s a n r u m a h tangga DPRD secara 

berkelanjutan u n t u k kelancaran tugas DPRD; 

e. mengorganisir pelaksanaan tugas-tugas u n i t Sekretariat DPRD mela lu i 

mekanisme/prosedur kerja u n t u k terbi tnya kegiatan u n i t ; 

f. mengendal ikan pelaksanaan tugas-tugas u n i t Sekretariat DPRD secara 

terpadu u n t u k tert ibnya kegiatan u n i t ; 
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g. mengarahkan pelaksanaan tugas-tugas u n i t Sekretariat DPRD secara 

berjenjang u n t u k kelancaran kegiatan u n i t ; 

h . membina pelaksanaan tugas-tugas u n i t Sekretariat DPRD secara 

menye luruh u n t u k kelancaran kegiatan DPRD; 

i . mengkonsul tas ikan pelaksanaan tugas pemer intahan dengan atasan 

baik l isan m a u p u n ter tul is u n t u k beroleh pe tun juk lebih lan jut da lam 

pelaksanaan tugas; 

j . mengkoordinasikan pelaksanaaan tugas dengan u n i t terkai t mela lu i 

rapat/pertemuan u n t u k penyatuan pendapat da lam pelaksanaaan tugas; 

k. mend is t r ibus ikan tugas kepada bawahan sesuai bidangnya u n t u k 

kelancaran tugas u n i t ; 

1. men5rusun laporan basi l pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan 

evaluasi; dan 

m. melaksanakan tugas la in yang d iper in tahkan oleh atasan u n t u k 

kelancaran tugas Kedinasan. 

Bagian Kedua 

Bagian U m u m dan Humas 

Paragra f1 

Kepala Bagian U m u m dan Humas 

Pasal 13 

Kepala Bagian U m u m dan Humas melaksanakan tugas d ib idang 

ketatausahaan, kepegawaian, r u m a h tangga, perlengkapan, humas dan 

protokoler berdasarkan peraturan perundang-undangan u n t u k kelancaran 

tugas-tugas u n i t . 

Pasal 14 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud da lam Pasal 13, Kepala 

Bagian U m u m dan Humas menyelenggarakan fungsi : 

a. mengh impun kebi jakan teknis d ib idang ketatausahaan, kepegawaian, 

r u m a h tangga, perlengkapan, kehumasan dan protokoler sesuai 

k ebu tuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas; 

b. menyusun kebi jakan teknis pengelolaam ketatausahaan, kepegawaian, 

r u m a h tangga dan perlengkapan, kehumasan dan protokoler sesuai 

k ebu tuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas; 
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c. menyusun rencana kerja d ib idang ketatausahaan, kepegawaian, r u m a h 

tangga, perlengkapan dan kehumasan dan protokoler sesuai k ebu tuhan 

u n t u k menjadi program u n i t ; 

d. mengh impun data perlengkapan, r u m a h tangga, kehumasan dan 

protokoler sesuai jen isnya u n t u k mengetahui j um lahnya ; 

e. mengelola pelaksanaan tugas ketatatausahaan, kepegawaian, r u m a h 

tangga, perlengkapan, kehumasan dan protokoler sesuai b idang tugas 

u n t u k ter t ibnya pelaksanaan tugas u n i t ; 

f. membina pelaksanaan tugas ketatausahaan, kepegawaian, r u m a h tangga, 

perlengkapan, kehumasan dan protokoler sesuai mekariisme u n t u k 

kelancaran pelaksanaan tugas; 

g. mengarahkan pelaksanaan tugas ketatausahaan, kepegawaian, r u m a h 

tangga, perlengkapan, kehumasan dan protokoler sesuai ke tentuan agar 

tugas ter laksana dengan baik; 

h . mengkonsul tas ikan pelaksanaan tugas dengan atasan baik l isan 

m a u p u n ter tu l is u n t u k beroleh pe tun juk lebih lan ju t da lam pelaksanaan 

tugas; 

i . mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala-kepala bagian 

mela lu i rapat/pertemuan u n t u k penyatuan pendapat da lam pelaksanaan 

tugas; 

j . mend is t r ibus ikan pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai j ob u n t u k 

kelancaran tugas; 

k. men3rusun laporan basi l pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan 

evaluasi; dan 

1. melaksanakan tugas la in yang d iper in tahkan oleh atasan u n t u k 

kelancaran tugas kedinasan. 

Paragraf 2 

Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Perlengkapan 

Pasal 15 

Kepala Subbagian Tata Usaha dan Perlengkapan melaksanakan tugas 

pengelolaan adminis t ras i perkantoran dan adminis t ras i kepeg^iwaian sesuai 

pe tun juk pelaksanaan dan pe tun juk teknis u n t u k ter t ibnya pelaksanaan 

tugas. 
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Pasal 16 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalam Pasal 15, Kepala 

Subbagian Tata Usaha dan perlengkapan menyelenggarakan fungsi : 

a. mengh impun kebi jakan teknis pengelolaan adminis t ras i ta ta usaha dan 

perlengkapan sesuai k ebu tuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas; 

b. menyusun rencana kegiatan pengelolaan adminis t ras i tata usaha dan 

mengumipulkan data perlengkapan u n i t sesuai j en isnya u n t u k mengetahui 

j um lahnya ; 

c. me lakukan penataan ruangan kantor berdasarkan pola dan menyusun 

rencana perlengkapan dan r u m a h tangga DPRD sesuai k ebu tuhan u n t u k 

menjadi program u n i t ; 

d. mengelola surat masuk dan surat ke luar sesuai jenis dan adminis t ras i 

barang/perlengkapan r u m a h tangga DPRD berdasarkan pedoman u n t u k 

kelancaran pelaksanaan tugas; 

e. memproses adminis t ras i tata usaha berdasarkan t ingkatannya dan 

menginventaris ir barang/perlengkapan u n i t sesuai jenis u n t u k 

mengetahui j um lahnya ; 

f. mengkonsul tas ikan pelaksanaan tugas dengan atasan baik l isan m a u p u n 

ter tu l is dan memel ihara barang dan perlengkapan u n i t mela lu i perawatan 

u n t u k kelayakannya; 

g. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala subbagian mela lu i 

rapat/pertemuan u n t u k penyatuan pendapat; 

h . menyusun laporan basi l pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan 

evaluasi; dan 

i . melaksanakan tugas l a in yang d iper in tahkan oleh atasan u n t u k 

kelancaran kedinasan. 

Paragraf 3 

Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler 

Pasal 17 

Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler mempunya i tugas 

d ib idang kehumasan, dokumentas i dan protokoler berdasarkan pera turan 

perundang-undangan u n t u k kelancaran tugas-tugas u n i t . 
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Pasal 18 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalam Pasal 17, 

Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler menyelenggarakan 

fungsi : 

a. mengh impun kebi jakan teknis d ib idang kehumasan, dokumentas i , 

dan protokoler sesuai kebu tuhan sebagai pedoman pelaksanaan 

tugas; 

b. menyusun kebi jakan teknis kehumasan, dokumentas i dan protokoler u n i t 

sesuai k ebu tuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas; 

c. menyusun rencana kegiatan dib idang kehumasan, dokumentas i dan 

protokoler sesuai k ebu tuhan u n t u k menjadi program u n i t ; 

d. mengh impun data kegiatan anggota legislatif mela lu i f raksi dan 

komis i d i DPRD sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan anggota 

Legislatif; 

e. menyusun jadwa l perjalanan Ketua/Waki l Ketua DPRD sectira sistematis 

u n t u k mengetahui tentat i f kegiatan DPRD; 

f. me lakukan pe l iputan kegiatan persidangan dan rapat-rapat IDPRD mela lu i 

media visual isasi sebagai bahan informasi ; 

g. me lakukan pelayanan informasi mela lu i konfrensi pers u n t u k member ikan 

informasi kegiatan DPRD; 

h . me lakukan penyimpanan hasi l l i pu tan kegiatan DPRD mela lu i file sebagai 

bahan dokumentas i ; 

i . mengkonsul tas ikan pelaksanaan tugas dengan atasan baik l isan 

m a u p u n ter tu l is u n t u k beroleh pe tun juk lebih lan jut dalami pelaksanaan 

tugas; 

j . mengkoordinasikan pelaksaan tugas dengan kepala-kepala bagian 

mela lu i rapat/pertemuan u n t u k penyatuan pendapat dalam pelaksaan 

tugas; 

k. mend is t r ibus ikan pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai j ob u n t u k 

kelancaran tugas; 

1. menyusun laporan hasi l pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan 

evaluasi; dan 

m. melaksanakan tugas la in yang d iper in tahkan oleh atasan u n t u k 

kelancaran tugas kedinasan. 
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Bagian Ketiga 

Bagian Keuangan 

Paragraf 1 

Kepala Bagian Keuangan 

Pasal 19 

Kepala Bagian Keuangan mempunya i tugas pengelolaan keuangan 

berdasarkan pera turan perundang-undangan u n t u k kelancaran tugas u n i t . 

Pasal 20 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalam Pasal 19, Kepala 

Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi : 

a. mengh impun kebi jakan teknis pengelolaan keuangan sesuai k ebu tuhan 

sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. menyusun kebi jakan teknis pengelolaan keuangan sesuai k ebu tuhan 

sebagai dasar pelaksanaan tugas; 

c. menjn isun rencana kegiatan anggaran sesuai k ebu tuhan u n t u k 

kelangsungan kegiatan u n i t ; 

d. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran berdasarkan Rencana 

Kegiatan Anggaran u n t u k ter t ibnya adminis t ras i keuangan; 

e. menel i t i Dokumen Pelaksanaan Anggaran sesuai pos anggaran u n t u k 

ter t ibnya pengguna anggaran; 

f. mengarahkan tugas pengelolaan keuangan sesuai prosedur u n t u k 

ter t ibnya pelaksanaan tugas; 

g. mengkonsul tas ikan pelaksanaan tugas pemer intahan dengan atasan baik 

l isan m a u p u n ter tu l is u n t u k beroleh pe tun juk lebih lanjut da lam 

pelaksanaan tugas; 

h . mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala-kepala Bagian 

mela lu i rapat/pertemuan u n t u k penyatuan pendapat; 

i . mend is t r ibus ikan pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai j ob u n t u k 

kelancaran tugas; 

j . menyusun laporan has i l pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan 

evaluasi; dan 

k. melaksanakan tugas l a in yang d iper in tahkan oleh atasan u n t u k 

kelancaran tugas kedinasan. 
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Paragraf 2 

Kepala Subbagian Pr ogram 

Pasal 21 

Kepala Subbagian Program mempunya i tugas d ib idang pengelolaan anggaran 

dan perbendaharaan berdasarkan perundang-undangan u n t u k tersusunnya 

anggaran u n i t . 

Pasal 22 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalam Pasal 2 1 , Kepala 

Subbagian Program menyelenggarakan fungsi : 

a. mengh impun kebi jakan teknis pengelolaan anggaran dan perbendaharaan 

sesuai pe tun juk pelaksanaan dan pe tun juk teknis sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 

b. menyusun kebi jakan teknis pengelolaan anggaran dan pembendaharaan 

sesuai pe tun juk pe laksanaan/petunjuk teknis sebagai pelaksanaan tugas; 

e. mengh impun kegiatan u n i t sesuai k ebu tuhan sebagai bahan penyusunan 

anggaran; 

d. mengolah kegiatan u n i t berdasarkan skala pr ior i tas u n t u k menjadi 

program u n i t ; 

e. m e n j u s u n Dokumen Pelaksanaan Anggaran berdasarkan Rencana 

Kegiatan Anggaran berdasarkan program kegiatan sebagai dasar 

pembuatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran; 

f. mengajukan Rencana Kegiatan Anggaran mela lui T im penel it i sebagai 

bahan penetapan anggaran; 

g. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran berdasarkan Rencana 

Kegiatan Anggaran u n t u k ter t ibnya penggunaan anggaran; 

h . mengkonsul tas ikan pelaksanaan tugas pemer intahan dengan atasan baik 

l isan m a u p u n ter tu l is u n t u k beroleh pe tun juk lebih lan jut da lam 

pelaksanaan tugas; 

i . mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para Kapala subbagian 

mela lu i rapat/pertemuan u n t u k penyatuan pendapat da lam pelaksanaan 

tugas; 

j . menyusun laporan hasi l pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan 

evaluasi; dan 
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k. melaksanakan tugas la in yang d iper in tahkan oleh atasan u n t u k 

kelancaran tugas kedinasan. 

Paragraf 3 

Kepala Subbagian Perbendaharaan Dan Akun tas i 

Pasal 23 

Kepala Subbagian Perbendaharaan dan Akuntas i melaksanakan tugas 

pengelolaan perbendaharaan dan akuntans i berdasarkan pe tun juk 

pelaksanaan dan pe tun juk teknis sebagai pedoman pelaksanaan tugas. 

Pasal 24 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud da lam Pasal 23, Kepala 

Subbagian Perbendaharaan Dan Akuntas i menyelenggarakan fungsi : 

a. meny iapkan kebi jakan teknis perbendaharaan dan akuntans i sesuai 

k ebu tuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. mengumpu lkan data perbendaharaan dan akuntans i , pencairan anggaran 

sesuai k ebu tuhan bahan pengelolaan keuangan; 

c. mengelola data perbendaharaan, data permintaan anggaran sesuai u r u t a n 

sebagai bahan verif ikasi; 

d. memproses usu lan pencairan penggunaan anggaran sesuai permintaan 

sebagai bahan penerbitan surat per intah membayar; 

e. membuat surat per in tah membayar, me lakukan penel i t ian surat 

pertangggung jawaban keuangan sesuai penggunaanya sebagai bahan 

pengesahan; 

f. me lakukan pencairan dana mela lu i bendaharawan u n t u k pengisian kas; 

g. mengevaluasi penyaluran dana, mengumpul data keuangan dan aset 

sesuai k ebu tuhan u n t u k mengetahui j u m l a h dan perkembangannya; 

h . me lakukan pengendalian dan pengawasan admin is t ras i keuangan secara 

r u t i n u n t u k menghindar i kesalahan; 

i . mengkonsul tas ikan tugas dengan atasan secara l isan m a u p u n ter tu l is 

u n t u k beroleh pe tun juk lebih lan jut ; 

j . menyusun neraca keuangan berdasarkan penggunaan anggaran sebagai 

bahan laporan perh i tungan; 
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k. me lakukan post ing anggaran sesuai rekening belanja u n t u k keakura tan 

data penggunaan anggaran; 

1. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala-kepala subbagian 

mela lu i rapat/pertemuan u n t u k penyatuan pendapat; 

m . men5msun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan 

evaluasi; dan 

n . melaksanakan tugas la in yang d iper in ta l ikan atasan u n t u k kelancaran 

tugas kedinasan. 

Bagian Keempat 

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan 

Paragra f1 

Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan 

Pasal 25 

Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunya i tugas 

d ib idang persidangan dan perundang-undangan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas. 

Pasal 26 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalam Pasal 25, Kepala 

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi : 

a. mengh impun kebi jakan teknis d ib idang persidangan dan perundang-

undangan sesuai k ebu tuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas; 

b. mengh impun bahan-bahan persidangan sesuai k ebu tuhan sebagai mater i 

pengkajian; 

e. menyusun rencana kegiatan dib idang persidangan dan perundang-

undangan sesuai k ebu tuhan u n t u k menjadi program u n i t ; 

d. menyusun mater i kaj ian persidangan sesuai jen isnya sebagai bahan 

persidangan; 

e. mengajukan bahan persidangan mela lu i ke tua DPRD u n t u k dibahas 

da lam pani t ia musyawarah; 

f. membuat r isa lah persidangan sesuai hasi l keputusan/pengesahan DPRD 

u n t u k d i laporkan kepada kepala daerah; 
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g. mengkonsul tas ikan pelaksanaan tugas dengan atasan baik l isan m a u p u n 

tertul is u n t u k beroleh pe tun juk lebih lan jut da lam pelaksanaan tugas; 

h . mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala-kepala bagian 

mela lu i rapat/pertemuan u n t u k penyatuan pendapat; 

i . mend is t r ibus ikan pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai j ob u n t u k 

kelenearan tugas; 

j . menyusun laporan has i l pelaksanaan tugas seeara berkala sebagai bahan 

evaluasi; dan 

k. melaksanakan tugas la in yang d iper in tahkan oleh atasan u n t u k 

kelancaran tugas kedinasan. 

Paragraf 2 

Kepala Subbagian Persidangan dan Risalah Rapat 

Pasal 27 

Kepala Subbagian Persidangan dan Risalah Rapat mempunya i tugas d ib idang 

persidangan dan r isalah rapat berdasarkan pe tun juk pelaksanaan dan 

pe tun juk teknis u n t u k kelancaran pelaksanaan kegiatan sidang Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah. 

Pasal 28 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud da lam Pasal 27, Kepala 

Subbagian Persidangan dan Risalah Rapat menyelenggarakan Jiungsi : 

a. mengh impun kebi jakan teknis d ib idang persidangan dan r isa lah rapat 

sesuai k ebu tuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas; 

b. mengumpu l bahan-bahan persidangan dan r isalah rapat sesuai 

k ebu tuhan sebagai mater i pengkajian; 

c. menyusun rencana kegiatan d ib idang persidangan dan r isa lah rapat 

sesuai k ebu tuhan u n t u k menjadi program u n i t ; 

d. menyusun mater i kaj ian persidangan sesuai j en isnya sebagai bahan 

persidangan; 

e. membuat r isalah sesuai hasi l persidangan sebagai bahan laporan; 

f. mengajukan r isalah rapat hasi l persidangan kepada atasan sebagai bahan 

evaluasi; 
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g. mengkonsul tas ikan pelaksanaan tugas dengan atasan baik l isan m a u p u n 

tertul is u n t u k beroleh pe tun juk lebih lan jut da lam pelaksanaan tugas; 

h . mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala subbagian mela lu i 

rapat/pertemuan u n t u k penyatuan pendapat da lam pelaksanaan tugas; 

i . men3aisun laporan hasi l pelaksanaan tug;as secara berkala sebagai bahan 

evaluasi; 

j . melaksanakan tugas la in yang d iper in tahkan oleh atasan u n t u k 

kelancaran tugas kedinasan. 

Paragraf 3 

Kepala Subbagian Perundang-undangan 

Pasal 29 

Kepala Subbagian Perundang-undangan mempunya i tugas d ib idang 

penyiapan penyusunan produk h u k u m daerah berdasarkan pe tun juk 

pe laksanaan/petunjuk teknis u n t u k kelancaran pelaksanaan tugas. 

Pasal 30 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud da lam Pasal 29, Kepala 

Subbagiaio Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi : 

a. mengh impun peraturan perundang-undangan sesuai k ebu tuhan sebagai 

dasar pelaksanaan tugas; 

b. mengumpu l dan menganalisa data pera turan perundang-undangan 

sesuai j en isnya sebagai pedoman penyusunan p roduk h u k u m ; 

c. menyuisun rencana pengkajian p roduk h u k u m sesuai k e b u t u h a n u n t u k 

menjadi program u n i t ; 

d. memproses rancangan p roduk h u k u m sesuai j en is u n t u k d i te tapkan 

sebagai p roduk h u k u m ; 

e. melaksanakan sosialisasi rancangan p roduk h u k u m agar masyarakat 

mengetahuinya; 

f. me lakukan registrasi penomoran p roduk h u k u m sesuai jenis u n t u k 

keabsahan produk h u k u m ; 

g. mengkonsul tas ikan pelaksanaan tugas dengan atasan baik l isan m a u p u n 

ter tu l is u n t u k beroleh pe tun juk lebih lan jut da lam pelaksanaan tugas; 
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h . mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala subbagian mela lu i 

rapat/pertemuan u n t u k penyatuan pendapat da lam pelaksanaan tugas; 

i . menyusun laporan has i l pelaksanaan tug;as secara berkala sebagai bahan 

evaluasi; dan 

j . melaksanakan tugas la in yang d iper in tahkan oleh atasan u n t u k 

kelancaran tugas kedinasan. 

BAB V 

TATA KERJA 

Pasal 31 

(1) Da lam melaksanakan tugasnya Sekretariat DPRD wajib 

menyelenggarakan koordinasi , integrasi, dan s inkronisasi baik 

d i l ingkungan masing-masing m a u p u n antar satuan organisasi sesuai 

dengan tugas masing-masing. 

(2) Setiap p imp inan satuan organisasi dalam l ingkungan Sekretariat DPRD 

berk(jwajiban member ikan pe tun juk , b imbingan dan pengawasan 

pekerjaan pada u n s u r - u n s u r pembantu pelaksana yang berada da lam 

l ingkungan kerjanya. 

Pasal 32 

(1) Sekr<;taris DPRD dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebi jakan 

yang d i te tapkan oleh Wal ikota Gorontalo. 

(2) Sekretaris DPRD berkewajiban member ikan pe tun juk , membina dan 

membimb ing serta mengawasi pekerjaian u n s u r - u n s u r pembantu dan 

pelaksana d i l ingkungan Sekretariat DPRD. 

BAB VI 

ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN 

Pasal 33 

(1) Sekretaris DPRD merupakan j aba tan s t r u k t u r a l eselon l i b a tau j aba tan 

p imp inan t inggi pratama. 

(2) Kep£ila Bagian merupakan j aba tan s t r u k t u r a l eselon I l i a a tau Jabatan 

Administrator . 
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(3) Kepala Subbagian, merupakan j aba tan s t r u k t u r a l eselon IVa a tau 

j aba tan pengawas. 

Pasal 34 

Pejabat s t r u k t u r a l pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 

Gorontalo diangkat dan d iberhent ikan oleh Wal ikota berdasarkan ke tentuan 

Peraturan Perundang-undangan yang ber laku. 

BAB VI I 

KETENTUAN PER/.LIHAN 

Pasal 35 

Pada saat Peraturan Wal ikota Gorontalo i n i mula i ber laku, j aba tan yang ada 

beserta pejabat yang memangku jaba tan tetap melaksanakan tugas dan 

fungsinya sampai dengan d ibentuknya j aba tan ba ru dan diangkat pejabat 

b a r u berdasarkan Peraturan Wal ikota i n i . 

BAB VI I I 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 36 

Pada saat Peraturan Wal ikota i n i m u l a i ber laku, Peraturan Wal ikota 

Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 

T a h u n 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota 

Gorontalo dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daeerah Kota Gorontalo 

(Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2008 Nomor 14) Lampiran I I d icabut 

dan d inyatakan t idak ber laku. 

Pasal 37 

Peraturan Wal ikota i n i mu l a i ber laku pada tanggal 2 J a n u a r i 2017. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memer intahkan pengundangan Peraturan 

Wal ikota i n i dengan penempatannya dalam Beri ta Daerah Kota (Jorontalo. 

Di te tapkan d i Gorontalo 

pada tanggal 2 7 * «8 «ml»er» 2016 

WALIKOTA GORONTALO,}. 

D iundangkan d i Gorontalo 

pada tanggal 27 ] »98 «mT»f ir 2 O I 6 

Pit. SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO, 

:2 

ZAINUDDIN RAHIM 

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2016 NOMOR 
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